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RINGKASAN

SHABRINA AGUSTIN GHASSANI. Faktor Penghambat Pengelolaan Program
Dana Desa: Tinjauan Perspektif Kelembagaan. Dibimbing oleh DOMINICUS
SAVIO PRIYARSONO, WIWIEK RINDAYATI dan ANNISA UTAMI
SEMINAR

Sejak hadirnya Nawacita poin ketiga, pembangunan di Indonesia mulai
memberikan fokus pada pembangunan wilayah pedesaan. Hal ini ditunjukkan
dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya UU
No0.6/2014 menegaskan pengakuan status dan kepastian hukum akan desa dalam
sistem kenegaraan Republik Indonesia. Melalui UU No0.6/2014, desa sebagai lokus
pemerintahan terkecil di Indonesia juga diberikan tambahan pendapatan berupa
Dana Desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Hadirnya Dana Desa bertujuan untuk (1) Meningkatkan
pelayanan publik di Desa; (2) Mengentaskan kemiskinan; (3) Memajukan
perekonomian Desa; (4) Mengatasi kesenjangan antar desa; dan (5) Memperkuat
masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten penerima Dana Desa terbesar di
Jawa Barat. Dalam hal ini, pengelolaan Dana Desa yang tepat diharapkan dapat
mengatasi permasalahan kemiskinan pedesaan di Kabupaten Bogor. Namun,
hingga saat masih ditemukan pelanggaran pengelolaan Dana Desa seperti
pembuatan laporan fiktif, keterlambatan pelaporan, hingga penggunaan yang di luar
bidang prioritasnya. Hal ini dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan desa
yang berdampak pada buruknya pengelolaan program Dana Desa sehingga
mengakibatkan pembangunan desa yang tidak optimal. Di sisi lain, kelembagaan
merupakan dimensi yang memiliki peran penting dalam pembangunan karena
berperan untuk mengatur pengelolaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1)
Mengidentifikasi peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program Dana Desa;
(2) Menganalisis elemen kelembagaan yang menjadi faktor penghambat dalam
program Dana Desa; dan (3) Merumuskan strategi untuk menguatkan kelembagaan
desa dalam menjalankan program Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada studi kasus tiga desa yang berada di Kabupaten
Bogor. Komposisi tiga desa studi kasus terdiri dari satu desa maju, satu desa
berkembang, dan satu desa tertinggal. Nama desa disamarkan menjadi Desa X,
Desa Y, dan Desa Z atas permintaan dan kesepakatan bersama informan.
Pendekatan campuran (mix method) menggunakan strategi metode campuran
bertahap atau sequential mixed method diterapkan dengan prosedur bertahap yang
dimulai dari pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif dan dilanjutkan
dengan pengumpulan data dan analisis data secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif
digunakan untuk mengidentifikasi peran kelembagaan dan menganalisis faktor
penghambat program Dana Desa berdasarkan perspektif kelembagaan. Sedangkan
pendekatan kuantitatif digunakan untuk merumuskan strategi penguatan
kelembagaan desa dalam menjalankan program Dana Desa.

Pada pendekatan kualitatif, analisis isi dan analisis tematik digunakan sebagai
metode untuk menjawab tujuan satu dan dua penelitian. Hasil analisis menunjukkan
peran kelembagaan desa dalam pengelolaan program Dana Desa berdasarkan



elemen kelembagaan kultural-kognitif, normatif, dan regulatif di Desa X sebagai
desa dengan tipologi desa berkembang tergolong lebih baik dibandingkan Desa Y
dengan tipologi desa maju dan Desa Z dengan tipologi desa tertinggal. Hal ini
dikarenakan partisipasi dan kohesi sosial masyarakat Desa X didasari atas
kesadaran akan hak untuk pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama.
Selain itu, Kepala Desa X dinilai lebih transparan, inovatif, dan responsif dalam
menjalankan program Dana Desa sehingga mampu menjalin sinergitas dan
mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ditemukannya faktor penghambat
program Dana Desa dalam setiap elemen kelembagaan. Pada elemen kultural-
kognitif dan normatif, rendahnya pengetahuan masyarakat di ketiga desa
menghasilkan alokasi pemanfaatan Dana Desa yang tidak berorientasi pada
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pada Desa Y dan Desa Z,
rendahnya pengetahuan masyarakat yang didukung oleh lemahnya transparansi dan
tnovasi kepala desa berakibat pada terhambatnya pengelolaan BUMDes yang
optimal. Tidak hanya itu, lemahnya partisipasi dan kohesi sosial masyarakat Desa
Y dan Desa Z menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai objek
pembangunan semata. Pada elemen regulatif, lemahnya regulasi pengawasan dan
evaluasi program Dana Desa di Desa Y dan Desa Z menghantarkan pada rendahnya
komitmen pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa secara tepat.

Pada pendekatan kuantitatif, metode Analytical Hierarchy Process atau AHP
digunakan untuk menyajikan prioritas strategi penguatan kelembagaan desa yang
paling tepat berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan. Dari lima alternatif
strategi yang dihasilkan, analisis AHP menunjukkan bahwa strategi yang memiliki
bobot prioritas paling besar untuk menguatkan kelembagaan desa adalah
membangun regulasi yang menghadirkan skema social control untuk kegiatan
evaluasi dan monitoring Dana Desa. Hal ini konsisten dengan hasil pembobotan
elemen yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan desa. Elemen yang
mendapatkan bobot tertinggi adalah elemen regulatif, diikuti oleh elemen normatif
dan elemen kultural-kognitif.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Kelembagaan Desa, Pengelolaan Dana Desa



SUMMARY

SHABRINA AGUSTIN GHASSANI. Inhibiting Factors of Managing Village
Fund Program: A Review from Institutional Perspective. Supervised by
DOMINICUS SAVIO PRIYARSONO, WIWIEK RINDAYATI and ANNISA
UTAMI SEMINAR

Since the presence of Nawacita’s third point, development in Indonesia has
begun to focus on the development of rural areas. This is indicated by the presence
of Law Number 6 of 2014 about Villages. The presence of Law No. 6/2014 confirms
the recognition of the status and legal certainty of villages in the state system of the
Republic of Indonesia. Through Law No. 6/2014, villages as the smallest locus of
government in Indonesia are also given additional income in the form of Village
Funds which are budgeted annually in the State Revenue and Expenditure Budget
(APBN). The presence of the Village Fund aims to (1) Improve public services in
the village; (2) Alleviating poverty; (3) Advancing the Village economy; (4)
Addressing the gap between villages; and (5) Strengthening village communities as
subjects of development.

Bogor Regency is the district with the largest Village Fund in West Java.
However, violations of the Village Fund management are still found such as making
fictitious reports, delays in reporting, to uses that are outside their priority areas.
This is due to the weakness of the village’s institutional capacity which has an
impact on the poor implementation of the Village Fund program, resulting in sub-
optimal village development. On the other hand, institutions are dimensions that
have an important role in development because they play a role in regulating the
management, efficiency, and sustainability of resources.

Based on this background, the objectives of this study are (1) to identify the
role of village institutions in implementing the Village Fund program; (2) Analyzing
institutional elements that are inhibiting factors in the Village Fund program; and
(3) Formulating strategies to strengthen village institutions in implementing the
Village Fund program.

This research was conducted in a case study of three villages in Bogor
Regency. The composition of the three case study villages consists of one developed
village, one developing village, and one underdeveloped village. The name of the
village was changed to Village X, Village Y, and Village Z at the request and
agreement with informants. Mixed method approach using sequential mixed
method is applied with a sequential procedure that starts with qualitative data
collection and data analysis and continues with quantitative data collection and
data analysis. A qualitative approach is used to identify the role of village
institutions and analyze the inhibiting factors of the Village Fund program based
on an institutional perspective. While the quantitative approach is used to formulate
a strategy for strengthening village institutions in carrying out the Village Fund
program.

In the qualitative approach, content analysis and thematic analysis are used
as methods to answer the first and second objectives. The results of the analysis
show that the role of village institutions in the implementation of the Village Fund
program based on the institution elements of cultural-cognitive, normative, and
regulatory in X Village as a village with a developing village typology, is better



than Y Village with an advanced village typology and Z Village with an
underdeveloped village typology. This is because the participation and social
cohesion of the community in Village X are based on awareness of rights for
decision making and the achievement of common goals. In addition, Village Head
X Is considered more transparent, innovative, and responsive in carrying out the
Village Fund program so that he is able to establish synergy and gain public trust.

The results of the analysis also show that the inhibiting factors for the Village
f=und program are found in each institutional element. In the cultural-cognitive and
normative elements, the low level of community knowledge in the three villages
resulted in the allocation of Village Fund utilization which was not oriented
towards increasing human resource capacity. In addition, in Village Y and Village
Z, the low level of community knowledge supported by the lack of transparency and
innovation of the village head resulted in the inhibition of optimal BUMDes
management. Not only that, the weak participation and social cohesion of the
gommunity in Village Y and Village Z causes the community to only act as objects
of development. In the regulatory element, the weak regulation of monitoring and
evaluation of the Village Fund program in Village Y and Village Z leads to the low
commitment of the village government to manage Village Funds properly.

In the quantitative approach, the Analytical Hierarchy Process or AHP
method is used to present the priority strategies for strengthening village
Institutions based on the problems that have been found. From the five alternative
strategies produced, AHP shows the strategy that has the priority to strengthen
village institutions is to build regulations that present social control schemes for
evaluation and monitoring of Village Funds. This is consistent with the results of
the weighting of elements that are a priority in strengthening village institutions.
The element that gets the highest priority is the regulatory element, followed by the
normative element and the cultural-cognitive element.

Keywords: Inhibiting Factors, Village Institutions, Village Fund Management
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